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ABSTRAK

Hak Asasi Manusia bersifat kodrati yang artinya hak asasi dimiliki oleh semua manusia dan
sudah dimiliki secara otomatis sejak lahir. Hak Asasi Manusia bersifat universal yaitu Hak
Asasi Manusia secara umum berlaku diseluruh dunia. Hak Asasi Manusia merupakan anugerah
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang. Laskar FPI melakukan penyerangan terhadap polisi yang bisa membahayakan
nyawa. Penembakan laskar FPI di Kabupaten Karawang oleh anggota Polda Metro Jaya akan
ditinjau dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan kebijakan hukumnya. Penelitian ini
menggunakan penelitian hukum normatif. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah
Studi Kepustakaan. Pemikiran deduktif adalah menarik kesimpulan dari hal yang sifatnya
umum menjadi hal yang lebih khusus. Aparat penegak hukum mempunyai peran penting dalam
menegakkan keadilan. Setiap tindak kejahatan yang menyangkut hak asasi manusia harus
ditangani secara serius tanpa diskriminasi. Dalam hukum pidana terdapat alasan penghapus
pidana. Penggunaan senjata api harus sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan.
Polisi yang bertugas di lapangan memiliki diskresi. Tindak pidana sebagaimana dakwaan
primair Jaksa Penuntut Umum adalah karena pembelaan terpaksa sehingga hakim
membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Hukum, Polisi



ABSTRACT

Human rights are natural, which means that human rights are owned by all humans and are
owned automatically from birth. Human rights are universal, that is, human rights generally
apply throughout the world. Human rights are a gift that must be respected, upheld and
protected by the state, law, government and every person. FPI Laskar carried out attacks on
police that could endanger lives. The shooting of FPI troops in Karawang Regency by members
of Polda Metro Jaya will be reviewed from Human Rights principles and legal policies. This
research uses normative legal research. The data collection method used is literature study.
Deductive thinking is drawing conclusions from general things to more specific things. Law
enforcement officials have an important role in upholding justice. Every crime involving human
rights must be handled seriously without discrimination. In criminal law there are reasons for
expunging a crime. The use of firearms must comply with statutory procedures. Police on duty
in the field have discretion. The criminal act as stated in the Public Prosecutor's primary
indictment was due to forced defense so that the judge acquitted the defendant of all legal
charges.

Keywords : Human Rights, Law, Police





